KEPUTUBAN EEFPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 3763 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRABAH IETIDAIYAH SENDANG DRAJAT SENDANG JAMBON
EABUPATEN PONOROGD PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

HEPALA EANTOR WILAYAH EEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang

Mengingat

A

k1.

bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan
madrasah vang bermmiu, perlu memberikan kesempatan
masyarskat meclalui organisasi berbadan hukum  untuk
menyelengegarakan  madmsdh scsuai dengan standar
nasional pendidikan;

bahwa madrsah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif,
teknis dan kelavakan vang telah ditctapkan berdesarkan
Nota Dinas Pertimbangan Dad Kepala Bidang Peodidikan
Madrasah Nomor : 450/Kw, 13.2/5/PP.00/4/2018 tanggal
18 April 2018 dan Rckomendasi dari Kepala Kantor
Kemenlerian Agama KABUPATEN PONOROGO Nomor: B-
T15/Kk 13.02/2/PP.03.1/04 /20018 tanggal 13 APRIL
2018;

babwy berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksid
dalam buruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepsla Kantor Wilayvah Kementerian Agama Provinsi Jaws
Timur tentang Izin Opermsional Pendirdan MADRASAH
IBTIDAITYAH SENDANG DRAJAT SENDANG JAMBON
KABUPATEN PONOROGQ Provinsi Jawa Timur.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 lentang  Sistem
Pendidikan Naslonal [Lembaran Negara Kepublik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahen Lembaran Negarma
Republik Indonesia Nomor 43017);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 teatang Gury dan
Nosen [Lembaran Negars Republik Indonesia Tabun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Mosrreor 4307];

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 deolang
Standar Nasional Pendidikan |Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesis Nomor 4490) Sebagaimana telah
dinhah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
tentang Perubmhan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Hepublik Indonesia Tahun 2013 Nomor
71, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor
54100);



o

10,

11.

12,

Peraturan Pemerintah Nomor A7 Tahun 2008 tentang Waijib
Belajow DMendidikan Dasar [Lembaran Mepgara  Republilk
Indonesia Talwin 2008 Momor 90, Tambaban Lembsrsn
Megara Republik Indonesia Nomor 480:.3);

Peraturan Memerintah Nomor A8 Tebun 2008 tentaong
Pendanaan endidikan (Lembaran  Megara Republik
Indoncsia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Megara Fepublik Indonesia Naomor 4564);

Peraturan Pemerinteh Momor 74 Tahun 2008 teniang Gura
[Lembaran Megara Republik Indonesis Tehun 2008 Nomor
194, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor
44941}, schagaimana telalh divubah  dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang FPerubahan Atas
Peraturan Pemerintah NMomor 7+ Tahun 2008;

Peraturan  Pemenntah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyvelenggaraan TPendidikan (Lembaran
Megara  Hepublik Indomesia  Tahun 2010 Nomor 23,
Tamhbahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
150y  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraluran Pemerintah Nomor 17 Tabun 2000 tentang
Pengeloluan dan  Penyvelenggaraan Pendidikan [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Neomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Hepublik Indonesia  Nomor
5157);

Peraluran Menteri Perulidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2007 tentang Standar Sarans dan Prasarana Unluk Sekolah
Dasar/Madrazsah Ihidaivah, Sarkenla b Meneriga h
Pertama /Madrasah Tsanawivah, ddan Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Alivah;

Peraturan Menteri Apama Nomor 2 Tahun 2008 lenlang
Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isa Pernidikan
Agama Islam dan Bahaszsa Arab di Madrasah

Peraturan Menteri Pendidiken WNasional Nomor LS Tehun
2010 tentang Standar Pelavansan Mindmal! Pendidikan i
Kabupatcn/Kota scbagaimana telah  dinhah  dengan
Peraturan Menteri Pendidiken dan Eebudavaan Momor 23
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendidikan Masional Nomor 15 Tahun 2010 (entang Standar
Pelayranan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota;

Perdturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawas Madrmasah dan Penpawas Pendidikan Agama Tslam
pada Sekolah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Komor 206) sebapgaimana telabh diubab dengan Peraturan
Menleti Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atps Peraturan Menten Agama Nomaor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawas Madrasal dan Pengawas Pendidikan Apaina Islam
pada Sckolah (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2013
Maomor G4,

Peratumn Menter Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penvelenpparaan Perclidikan Madrasah, schagamana telab
diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun
2016 tentang Perubahan Keduas Alas Peraluran  Aeoderi
Agama Momor 90 Tahn 2013 tentanyg Penvelenggarasan
Pendidikan Madrasah;



Menetaplian

KESATL

KEDUA

KETIGA

EEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN  KEPALA EKANTOR WILAYAH KEMENTERIAN

AGAMA TENTANG PEMBERIAN 1XIN OPERASIONAL PEKDIKIAN
MADRASAH  IHTIDAIYAH SENDANG DREAJAT SENDANG
JAMBON KABUPATEN PONOROGO PROVINGT JAWA TIMUE.

: Memberikan izin operasional peadirian madrasah sebagaimana

tercantum  dalam  Fampitan dan meropakan bagian  tidak
terpisahkan dari Keputusan ini

: Dagi MADRASAH IBTIDAIYAIT setelab jangka waktu 7 tahun,

Kepala Madrasah vang bersangkutan wagib :

a. Menyampaikan laporan  perkembangan  madrasah  kepada
Kepals Kantor Kementerian Agamsa vang memuat paling
sedikit. perkembangan jumlah  peserta didik, pelaksanaan
kurikulum, pelaksanaan pemenchan  standar  sarana
prasarang, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik
dan tenapgs kependidikan; dan/atan

b, Mengajukan pendaflaran visitasi akreditas: sekolah fmadrasah
kepada BAF-5/M sesuai ketentuan peraturan peorundang
undangarn.

s Nalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksaud

dalam Dikium  Kedua huruf a dinilai memenula  standar
pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil
akreditasi sebagaimann  dimaksud Diktum Hedua huorel b
mendapat  peringkal  minimal  Q, maka izin  operasional
aebagaimana dimaksud dalam Dikctum Kesata tetap berlaku.

:Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana  dimaksud

dalam Dikium Kedus humaf o dinilai memenohi standar
pelavanan minimal penyelenggaraan pendidikan danfatau hasil
akreditasi sehagaimana dimaksud Dikiom Kedos huruf b tidak
mendapat  peringkat  minimal €, maka izin operasional
schagaimana dimaksud dalum Diktum Kesatu dicabut,

» Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan i Sidoarjo
pagda langgsl 30 APRIL 2018




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 3763 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENDIRIAN MADRASAIT IBTIDAIYAII
SENDANG DRAJAT SENDANG
JAMBON KABUPATEN PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Nama Madrasah

MADRASAII IBTIDAIYAH SENDANG
DRAJAT SENDANG JAMBON KABUPATEN
. PONOROGO

Nomor Statistik Madrasah

Alamat Madrasah

5

111235020100

' JL. PUNTODEWO NO. 7
DESA/KELURAITAN SENDANG
KECAMATAN JAMBON
KABUPATEN PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

Nama Organisasi Penyelenggary

Akte Notaris Organisasi
Penvelenggara

YAYASAN HIDAYATUL HASANATI

NO. 10, SETYA BUDHI, SH

Pengesahan Akte Notaris
Organisasi Penycelenggara

AHU-0011145.AH.01.04, TAHUN 2015 /
15 AGUSTUS 2015

HALAKANTOR WILAYAH
WRRIAN AGAMA

NS
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